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Abstract  

The phenomenon of children from unregistered marriages (unregistered by the state) remains a complex 

issue in the Indonesian family law system, particularly regarding the fulfillment of inheritance rights. 

Children from unregistered marriages often face legal obstacles due to the non-recognition of their parents' 

marital status by the state. This study aims to analyze the legal basis and considerations of judges in 

deciding inheritance rights cases for children from unregistered marriages based on Law Number 1 of 1974 

concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Constitutional Court Decision Number 

46/PUU-VIII/2010, as well as reviewing judges' views on the urgency of legal protection regulations for 

these children. This study uses a field research method with a juridical-normative and descriptive-analytical 

approach, through direct interviews with judges at the Tanjungkarang Class 1A Religious Court and analysis 

of legal documents and relevant literature. The results show that judges strive to balance legal certainty and 

substantive justice based on the principles of maqashid sharia, especially hifz al-nasl (protection of 

offspring) and hifz al-‘ird (maintaining family honor). However, to date, there are no specific regulations 

providing comprehensive protection for children born of unregistered marriages. Therefore, the judge 

recommended that the practice of unregistered marriages be completely abolished and legal policy reforms 

implemented to strengthen marriage registration mechanisms. 

Keywords: inheritance rights, sirri children, judge's considerations, child protection. 
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Pendahuluan  

Anak hasil pernikahan tidak tercatat sering kali menghadapi hambatan sosial dan 

hukum dalam memperoleh hak waris, karena tidak tercatatnya pernikahan orang tua 

mereka. Tanpa pencatatan pernikahan di KUA, anak tidak bisa mencantumkan nama 

ayah dalam akta lahiran. Ini akan menyebabkan kesulitan administrasi dalam 

mengakses hak waris, pendidikan, dan layanan hukum. Ditegaskan juga dalam pasal 42 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”, dan dalam pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya (Susilo W, 2021).  

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang pengakuan anak luar kawin, dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan yang berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya”. Atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diketahui 

bahwasannya anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari 

perkawinan yang sah, karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa anak 

luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, seperti adanya 

hak dan kewajiban anatara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keputusan 

tersebut juga merupakan salah satu dari perlindungan bagi anak luar kawin. (Nurull 

Izza, 2024) 

Fenomena anak dari pernikahan sirri (tidak tercatat secara negara) yang 

memperjuangkan hak waris merupakan isu hukum dan sosial yang terus muncul di 

Indonesia. Dalam beberapa kasus, alasan yang membelakangi terjadinya pernikahan 

sirri yaitu karena perzinaan sebagai efek dari pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah 

merupakan aib bagi keluarga dan mengundang kritik publik. Selain dari perzinaan efek 

dari pergaulan bebas ada juga karena faktor belum cukup umur, pernikahan sirri 

berlangsung karena salah satu pengantin masih dibawah umur. Alasan ini di identikasi 

karena alasan ekonomi. Orang tua percaya bahwa jika anak perempuan menikah, 

beban keluarga akan berkurang, karena suaminya akan menanggung dan 

mengurusnya. (Wahabaliun, 2022) 

Penelitian terdahulu telah menyoroti tentang hak waris anak dari pernikahan 

sirri. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dkk menjelaskan tentang status 

hukum anak dari pernikahan sirri dan implikasi hak waris dengan pendekatan yuridis 

normatif yang menegaskan bahwa ketidakpastian status hukum menjadi penghambat 

utama dalam memperoleh hak waris secara sah(Ramadhan & Rahmayani, 2024). 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dody lebih berfokus pada perlindungan 

hak anak termasuk hak waris dan akta kelahiran pada anak dalam pernikahan sirri 
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dengan menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum islam agar 

anak dari pernikahan sirri tetap memperoleh jaminan hukum(Dody Wahono Suryo 

Alam, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh fajar Luthfi Annashul dkk, menganalisis 

tentang kedudukan anak hasil pernikahan sirri berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) 

yang berfokus pada bagaimana hukum perdata barat mengakui atau membatasi 

hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, serta bagaimana hambatan 

administratif memengaruhi hak-hak dasar anak (Annashrul et al., 2025). Serta 

penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kireina dkk melalui penelitian tentang akibat 

perkawinan sirri terhadap status anak (Studi kasus penetapan No. 33/Pdt,P/2021/PN. 

Bla.) menekankan pada bagaimana status hukum anak dipengaruhi oleh tidak 

tercatatnya perkawinan orang tua, fokus utama penelitian tersebut adalah aspek 

keperdataan anak dalam memperoleh identitas hukum, pengakuan orangtua, dan 

administratif melalui penetapan pengadilan (Anggun Kireina Pandiangan, Ratna D.E. 

Sirait, 2025).  Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zahro’ul dkk membahas tentang 

perlindungan hak waris anak nikah sirri dari perspektif KHI dan Hukum Positif 

Indonesia dengan menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin 

hak-hak keperdataan anak(Zahro’ul F.A, M. Kurniawan B.W, 2024).  

Dari kondisi tersebut, terlihat adanya research gap bahwa kajian mengenai hak 

waris anak hasil pernikahan sirri lebih berfokus pada status hukum dan perlindungan 

anak dalam hukum islam maupun hukum positif , belum menyentuh aspek praktis 

dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris anak dari pernikahan 

sirri di Pengadilan Agama. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian ini penting dilakukan untuk 

mengisi kekosongan dengan menyoroti pandangan hukum hakim sebagai dasar 

penerapan nilai keadilan dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini di 

harapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus 

hukum keluarga islam dan praktik peradilan di indonesia.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat  deskriptif-kulitatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur 

mengenai hak waris anak yang lahir dari pernikahan sirri, serta bagaimana 

implementasi dalam praktik peradilan agama. Pendekatan yuridis-normatif 

menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur 

hukum sebagai bahan hukum untuk memahami dan menginterpretasikan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku. (Sugiyono, 2020) 

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, yaitu pada bulan April hingga Mei 

2025. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang secara langsung menangani atau 

berpengalaman dalam memutus perkara terkait hak waris anak. Data sekunder 
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meliputi Peraturan Perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan jurnal terkait isu 

hak waris anak dari pernikahan sirri.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 3 

(tiga) orang hakim yang sudah berpengalaman dalam menangangi kasus yang serupa, 

observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman dan 

perspektif informan tentang hak waris anak dari pernikahan sirri. Informan dipilih 

berdasarkan keterlibatan atau pengetahuan mereka terhadap isu tersebut. Observasi 

lapangan dilakukan dengan mengamati dari jalannya persidangan di Pengadilan 

Agama Tanjung Karang Kelas 1A.  
 

Hasil dan Pembahasan  

Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri. 

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peran, dan 

tanggung jawab anak dalam keluarga sebagai akibat hukum dari perkawinan. 

Perkawinan yang tidak sah merupakan akibat hukum dari melanggar Undang-Undang 

akibatnya anak yang lahir dari pernikahan sirri susah untuk mendapatkan pengakuan 

hukum. Pernikahan sirri tidak dicatatkan dalam catatan lembaga negara seringkali 

membuat konsekuensi hukum terhadap status anak menjadi kompleks. Dalam hukum 

perdata Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan sirri dianggap sebagai anak luar 

kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. 

Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas 

ketentuan ini dengan memungkinkan anak hasil pernikahan yang dilakukan diluar 

ketentuan hukum yang berlaku untuk membuntikan hubungan keperdataan dengan 

ayah kandungnya, apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut 

hukum, seperti tes DNA. Meskipun demikian dalam praktiknya pembuktian hubungan 

keperdataan dengan ayah biologis tidak serta merta memberikan hak waris kepada 

anak hasil nikah sirri. Anak-anak tersebut hanya memiliki hak atas wasiat wajibah atau 

wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan bagian 

harta perninggalan pewaris. (Emir Dhia Isad,2025)  

Perkara kewarisan masih menjadi salah satu perkar dalam praktik peradilan agama 

di Indonesia. Hal ini tercermin dari data perkara waris tahun 2024–2025 di beberapa 

Pengadilan Agama di Provinsi Lampung, di mana Pengadilan Agama Tanjung Karang 

Kelas IA menangani sebanyak 70 perkara waris (25%), diikuti oleh Pengadilan Agama 

Sukadana sebanyak 60 perkara (20%), dan Pengadilan Agama Metro sebanyak 18 

perkara (10%). Data tersebut menunjukkan bahwa sengketa waris, khususnya yang 

berkaitan dengan status hukum ahli waris, masih memiliki intensitas yang cukup 

tinggi dan berpotensi menimbulkan kompleksitas hukum dalam proses 

penyelesaiannya. (Laman Badilag Mahkamah Agung 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/ ). Untuk memberikan gambaran visual 

mengenai distribusi perkara waris di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung 

tahun 2024–2025, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik berikut: 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/


5 

 

 

 
 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa perkara waris masih menempati porsi yang 

cukup signifikan di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung. Tingginya 

jumlah perkara ini mengindikasikan bahwa permasalahan kewarisan tidak terlepas dari 

adanya persoalan mendasar terkait keabsahan hubungan hukum para pihak yang 

mengklaim sebagai ahli waris. Dalam konteks inilah, hasil wawancara dengan Hakim 

A.Y dan Hakim K di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA menjadi relevan, yang 

menyatakan bahwa nikah siri pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum negara 

karena tidak didasarkan pada pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, dalam 

menentukan hak waris anak, hakim menengaskan bahwa status perkawinan orang tua 

harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme isbat nikah. 

Tanpa adanya isbat nikah, pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

menentapkan hubungan hukum antara anak dan ayahnya dalam konteks kewarisan.  

Dalam pandangan hakim, nikah siri tidak memiliki pengklasifikasian yang rinci 

dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis nikah siri dipahami 

sebagai perkawinan yang sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan 

syarat nikah, namun tidak sah menurut agama karena tidak dicatatkan. Oleh karena 

itu, meskipun secara fikih islam anak dari nikah siri memiliki hubungan nasab dengan 

ayahnya, hubungan tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebelum adanya 

pengesahan perkawinan melalui isbat nikah. (Erkham Maskuri, 2019) 

Hakim A.Y dan Hakim K juga menegaskan bahwa dasar seseorang dapat saling 

mewarisi dalam hukum islam adalah adanya hubungan nasab, perkawinan dan wala. 

Apabila perkawinan sah secara agama, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

secara normatif memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan berhak atas warisan. 

Namun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, hubungan nasab tersebut 

baru dapat diakui secara hukum yang berlaku. Berbeda halnya dengan anak yang lahir 
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akibat perzinanan atau kehamilan diluar perkawianan. Dlam kondisi tersebut, 

meskipun orng taua kemudian melangsungkan perkwinan setelah anak lahir, nasab 

anak tetap kembali kepada ibunya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki 

hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak memperoleh hak waris dari pihak 

ayah, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Pasal 171–174; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 Dan 

Pasal 43.), 2001) 

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hakim A.F yang menekankan pentingnya 

pembedaan antara anak sah dan anak biologis dalam perkara kewarisan. Menurutnya, 

penetapan hak waris anak tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan alasan 

kepentingan anak semata, melainkan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang 

jelas dan terstruktur. Hakim menegaskan bahwa praktik nikah siri mengandung 

banyak risiko dan kerugian hukum, baik bagi istri maupun anak, karena seluruh akibat 

hukum yang timbul sangat bergantung pada proses pembuktian dan penilaian hakim 

dalam persidangan. Beliau menyatakan bahwa dalam setiap perkara kewarisan yang 

melibatkan anak dari pernikahan siri, seluruh pertimbangan hukum didasarkan pada 

aspek pembuktian. Pembuktian tersebut dapat berupa pengakuan, sumpah, maupun 

alat bukti lain yang diakui menurut hukum acara perdata. Hubungan darah antara 

anak dan ayah biologis harus dibuktikan secara sah, termasuk melalui alat bukti ilmiah 

seperti tes DNA atau alat bukti lain yang memiliki kekuatan hukum. Alat bukti 

tersebut menjadi dasar keyakinan hakim dalam menilai ada atau tidaknya hubungan 

keperdataan yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam bidang kewarisan. Dengan 

demikian, tanpa adanya pembuktian yang kuat dan sah menurut hukum, hakim tidak 

dapat menetapkan hak waris, meskipun secara sosiologis terdapat pengakuan 

hubungan ayah dan anak. Lebih lanjut kedudukan hakim dalam perkara waris adalah 

sebagai pemutus terakhir yang putusannya bersifat mengikat dan memaksa (Endang 

Hadrian, n.d.). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap objektif dengan tetap 

bepegang pada landasan hukum yang sama, meskipun dalam praktiknya dapat terjadi 

perbedaan pandangan antar hakim. Perbedaan pandangan tersebut bukan disebabkan 

oleh perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan oleh karakteristik masing-

masing perkara, terutama terkait alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan. Berdasarkan uraian pandangan hakim tersebut, perbedaan titik tekan 

pertimbangan hukum dalam memutus perkara hak waris anak dari pernikahan siri 

dapat dirangkum sebagai berikut: 

 

Tabel 1. 

Pandangan hakim Pengadilan Agama TanjungKarang Kelas 1A. 

No Nama 
Hakim 

Fokus Pandangan Landasan 
Hukum 

1 Hakim K Keabsahan status perkawinan menjadi dasar 
utama dalam menentukan kedudukan hukum 
anak dalam perkara kewarisan. Nikah siri tidak 

Undang-
Undang No. 1 
Tahun 1974 
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memiliki kekuatan hukum negara karena tidak 
dicatatkan, sehingga sebelum menentukan hak 
waris anak, harus terlebih dahulu dilakukan 
isbat nikah. Tanpa adanya pengesahan 
perkawinan, pengadilan tidak memiliki dasar 
hukum yang kuat untuk menetapkan hubungan 
hukum antara anak dan ayahnya dalam konteks 
kewarisan. 

jo. Undang-
undang No 16 
Tahun 2019 
tentang 
perkawinan : 
Pasal 2 ayat 
(1) dan (2); 
Pasal 42 dan 
43  

2 Hakim A.Y Hak waris ditentukan berdasarkan hubungan 
nasab, perkawinan, dan wala dalam hukum 
Islam. Anak dari nikah siri secara fikih memiliki 
hubungan nasab dengan ayahnya apabila rukun 
dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam 
hukum positif Indonesia hubungan tersebut 
harus dibuktikan dan diakui secara hukum. 
Dalam memutus perkara, hakim 
mengintegrasikan hukum Islam dan hukum 
positif dengan menyeimbangkan kepastian 
hukum dan keadilan substantif berdasarkan 
prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl 
dan hifz al-‘ird. 

AL-Quran, 
Hadist, 
Undang-
Undang, 
Kompilasi 
Hukum islam 
(KHI). 

3 Hakim A.F Pembuktian menjadi aspek sentral dalam 
perkara hak waris anak dari pernikahan siri. 
Penetapan hak waris tidak dapat hanya 
didasarkan pada pertimbangan kepentingan 
anak, tetapi harus bertumpu pada kekuatan alat 
bukti yang sah di persidangan. Bukti hubungan 
darah, termasuk melalui alat bukti ilmiah 
seperti tes DNA atau alat bukti lain yang diakui 
hukum, menjadi dasar keyakinan hakim. Tanpa 
pembuktian yang kuat, norma hukum tidak 
dapat diterapkan secara efektif dalam putusan. 

Pasal 171-177 
Kompilasi 
Hukum islam 
(KHI) dan 
HIR Pasal 164. 
Putusan MK 
No. 46/PUU-
VIII/2010  

 

Dari tabel diatas berdasarkan data wawancara dengan 3 ( tiga) Hakim di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang kelas 1A, dapat di simpulkan bahwa terdapat 

kesamaan paradigma normatif, namun perbedaan titik tekan metodologis dalam 

memutus perkara hak waris anak. Pendekatan Hakim K dimana keabsahan perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang Menjadi fondasi Utama dalam menentukan status anak. 

Hal Ini sejalan dengan politik hukum perekawinan pasca perubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 

menenkankan kepastian hukum dan perlindungan anak. Pandangan Hakim A.Y yaitu 

menggabungkan antara hukum islam dan hukum positif. Sementara hakim A.F  

terhadap alat bukti menunjukan pentingnya hukum acara dalam menjamin 

objektivitas putusan, ketentuan pasal 1717-177 KHI dan Pasal 164 HIR yang mengatur 
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tentang alat bukti. Tanpa pembuktian yang kuat, norma hukum tidak dapat 

diterapkan secara efektifitas dalam putusan. 

Konsistensi pandangan hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki kesadaran 

profesional dan yuridis yang kuat terhadap asas kepastian hukum dan keseragaman 

penerapan hukum. Menurut Muis (2020) keseragaman pertimbangan hakim penting 

untuk menjaga stabilitas interpretasi hukum islam dalam perkara waris dan 

memastikan keadilan substantif bagi seluruh pihak (Muis, 2020). Keseragaman 

pertimbangan Hakim berperan penting dalam menjaga stabilitas interprestasi hukum 

silam dalam perkara waris dan menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh 

pihak. Namun demikian, keseragaman tersebut sekaligus memperlihatkan adanya 

persoalan yang lebih mendasar dalam perlindungan hak waris anak dari pernikahan 

siri, yakni ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan keadilan substantif 

(Sarmadi et al., 2026). Di satu sisi, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang 

semestinya memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi atas status perkawinan 

orang tuanya. Di sisi lain, sistem hukum keluarga indonesia tetap menempatkan 

legalitas formal perkawinan sebagai syart utama lahirnya akibat hukum, khusunya 

dalam bidang kewarisan. kondisi ini menyebabkan perlindungan hak anak sangat 

bergantung pada terpenuhinya prosedur hukum  dan kekuatan pembuktian di 

persidangan (Ayuk Suryaningsih, 2025). 

Dalam pandangan hakim, persoalan hak waris anak dari pernikahan sirri tidak 

dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan yuridis formal, melainkan memerlukan 

pembaruan regulasi dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, berdasarkan hasil 

wawancara dan kajian yurisprudensi, para hakim pada umumnya menyatakan bahwa 

belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan hak 

anak hasil pernikahan sirri. Pengakuan hubungan biologis, termasuk melalui alatbukti 

ilmiah seperti tes DNA, belum secara otomatis melahirkan hak waris, melainkan 

dibatasi melalui mekanisme alternatif seperti wasiat wajibah (Darmayani et al., 2024). 

Pembatasan ini mencerminkan kompromi antara upaya perlindungan anak dan 

kebutuhan menjaga konsistensi sistem kewarisan islam sebagaimana diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Ketiadaan aturan yang eksplisit ini mengakibatkan posisi 

anak menjadi rentan secara hukum, terutama dalam aspek pengakuan nasab dan hak 

waris. Hakim berpendapat bahwa upaya terbaik untuk memberikan perlindungan 

hukum yang adil bagi anak bukan semata dengan menambah regulasi baru, melainkan 

dengan mencegah terjadinya pernikahan sirri itu sendiri. Menurut pandangan mereka, 

praktik pernikahan yang tidak dicatat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 

nasional dan juga nilai-nilai Islam yang mengedepankan keterbukaan, tanggung jawab, 

serta kemaslahatan keluarga.   

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu hakim dalam hasil penelitian empiris di 

Pengadilan Agama Tanjungkarang (2025): 

“Tidak ada regulasi khusus yang mampu menjamin keadilan bagi anak dari 

pernikahan sirri, karena sumber permasalahannya bukan pada hukum waris, tetapi 
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pada status perkawinan yang tidak tercatat. Oleh sebab itu, solusi yang paling tepat 

adalah tidak ada lagi praktik pernikahan sirri, agar setiap anak lahir dalam status 

hukum yang jelas dan terlindungi.” (Wawancara Dengan Hakim K, Pengadilan Agama 

Tanjung Karang Kelas 1A, 2025). 

Pertimbangan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan legal-

formal berdasarkan hukum positif dan pendekatan substantif berdasarkan nilai-nilai 

syariah. Hakim tidak hanya menjalankan hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai 

instrumen keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari ketiga landasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara hak waris anak dari 

pernikahan sirri merupakan hasil integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. 

Hakim berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty), 

keadilan (justice), dan kemanfaatan (expediency).(Halmi Abdul Halim, Oyo Sunaryo 

Mukhlas, n.d.) 

 

Landasan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak dari 

Pernikahan Siri. 

Landasan yang menjadi rujukan majelis hakim dalam perkara hak waris anak dari 

pernikahan siri terdiri atas beberapa tingkatan norma yang saling melengkapi. Pada 

tingkat Undang-Undang, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tentang 

perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019. disisi hukum islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan tata 

aturan pembagaian dan kelompok ahli waris yang menjadi bobot normatif. 

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berfungsi 

sebagai pembacaan konstitusional yang memperluas akses keperdataan bagi anak luar 

perkawinan yang dapat dibuktikan asal-usulnya dengan alat bukti ilmiah atau bukti 

lainnya.  

Perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum 

agama dan kepercayaan masing-masing. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah 

secara agama, namun tidak sah secara negara, namun perkawinan itu tidak dicatatkan 

di kantor Urusan Agama (KUA), maka status anak tersebut adalah anak luar 

pernikahan, yaitu sah secara agama namun tidak sah secara negara, namun juga anak 

tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak dari akibat perzinaan, karena telah 

terpenuhi tata caranya yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Bahwa 

perkawinan itu sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan”, meskipun belum memenuhi Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “Bahwa 

setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.”(Erkham 

Maskuri, 2019)  

Status Kelahiran anak, terdapat 3 macam status anak yaitu, anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah (anak sah), anak yang lahir dari luar perkawinan, dan anak yang 

lahir tanpa perkawinan (anak zina). (wawancara Dengan Hakim A.Y, Pengadilan 

Agama Tanjung Karang Kelas 1A, 2025) 
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Anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang 

dilakukan menurut kebiasaan masing-masing agama dan kepercayaannya saja. Dalam 

artian anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan 

menurut syariat agama. Anak yang lahir diluar perkawinan dianggap sah secara fikih 

Islam selama telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Jadi anak diluar kawin hanya 

sah secara materil sedangkan secara formil anak luar kawin tidak memiliki kekuatan 

hukum karena tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil.  

Adapun anak yang lahir diluar kawin adalah anak yang lahir dari pernikahan siri. 

Anak yang lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat 

hubungan biologis anatara seorang laki-laki dengan seorang Wanita tanpa adanya 

ikatan pernikahan. Meskipun lahir dari cara yang tidak baik namun anak ini tidak 

membawa dosa turunan dari orang tuanya, anak tersebut dilahirkan dalam keadaan 

suci namun tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya memiliki 

hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. (Brilliant et al., 2024) 

Hak waris anak dari pernikahan sirri yang termuat di dalam Undang-undang 

perkawinan membicarakan tentang anak sah, sementara di Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) menyebutkan tentang anak sah dan pernikahan sirri, namun di dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyebutkan tentang anak sirri tetapi anak 

secara umum. (Wawancara Dengan Hakim A.Y, Pengadilan Agama Tanjung Karang 

Kelas 1A, 2025) 

Dalam Undang-undang tentang pernikahan, disebutkan untuk dapat melakukan 

pernikahan harus memenuhi hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan, sebagaimana yang 

terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan 

wanita sudah mecapai 19 tahun”, yang merupakan bagian dari persyaratan yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah 

diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.(Susman Susman, 

Kholil Nawawi, 2022) 

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan 

tentang anak sah dalam pasal 42 Undang-undang yang menyatakan bahwa “Anak yang 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” 

Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tanggan menurut hukum negara memiliki 

dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. 

Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap 

ayahnya hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-undang perkawinan.(Ayu & Wijaya, 

2020) 

Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan tentang kriteria 

anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang 

dicantumkan dalam pasal 99 KHI, yang berbunyi bahwa anak sah adalah “anak yang 
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dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil pembuahan suami istri yang 

di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Anak yang lahir di Luar perkawinan 

yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di 

samping itu, dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki 

dengan perempuan yang dihaliminya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang 

tercantum pada Pasal 53 Ayat (3) KHI “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada 

saat wanita hamil, tidak diperlakukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.  

Dengan demikian, KHI tidak ada mengelompokan pembagian anak secara sistematis 

yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Lukmawati, 2023)  

Putusan Mahkamah Konstitusi pada awalnya bersifat mengikat semua pihak di 

Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

menyatakan bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 

1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ayat tersebut harus dibaca sebagai       

“ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya, dan keluarga ibunya, dan ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau 

alat bukti hukum lainnya”. Pasal 43 ayat (1) UUP dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam 

telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal. Hukum indonesia mengatur 

bahwa anak di luar perkawinan dapat memperoleh warisan dari ayahnya jika diakui 

secara sah oleh ayahnya. Hak waris anak luar kawin diatur pada pasal 862-866 Ayat (1) 

KUH Perdata. Anak luar kawin dapat mewarisi jika diakui secara sah oleh orang tua, 

hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan perwaris yang berhak 

mewarisi, dan hubungan hukum ini timbul setelah adanya pengakuan dari orang tua 

sesuai pasal 872 KUH Perdata. 

Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dari "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi "Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, 

keluarga ibunya, serta ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti 

hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Akibat 

hubungan hukum perdata antara anak dan ayah biologis di luar perkawinan, sesuai 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berlaku umum, baik akibat 

perzinaan, perkawinan monogami di bawah tangan, maupun poligami di bawah 

tangan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban hukum timbal balik antara kedua 

belah pihak. Menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di 

luar perkawinan masih bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika 

hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti 

hukum lainnya.(Maria Widiastuti, Ni Ketut sari adnyani, 2024) 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai landasan hukum serta 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris anak dari pernikahan sirri, 

dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum terhadap anak hasil pernikahan sirri di 

Indonesia masih berada dalam ketegangan antara norma hukum positif dan prinsip 

hukum Islam. Hakim pada dasarnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an dan 

Hadis sebagai landasan dalam memutus perkara. Secara hukum positif, anak dari 

pernikahan sirri dikategorikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan 

perdata dengan ibunya, kecuali apabila terdapat pengakuan sah dari ayahnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata dan ditegaskan oleh Putusan MK 

No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, secara hukum Islam, anak hasil pernikahan sirri yang 

dilakukan sesuai rukun dan syarat nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah 

biologisnya. 

Dalam kondisi tersebut, hakim berupaya menyeimbangkan antara legal certainty 

(kepastian hukum) dan substantive justice (keadilan substantif) dengan menafsirkan 

norma secara kontekstual berlandaskan pada prinsip maqashid syariah, khususnya 

dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-‘ird (penjagaan 

kehormatan keluarga). Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat 

regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan hak anak dari 

pernikahan sirri, termasuk dalam aspek pewarisan. Oleh sebab itu, hakim menilai 

bahwa sumber utama permasalahan bukan terletak pada hukum waris, melainkan 

pada status perkawinan yang tidak dicatat oleh negara. Upaya penegakan keadilan bagi 

anak hasil pernikahan sirri harus dimulai dengan mendorong kesadaran hukum 

masyarakat agar tidak melakukan pernikahan yang tidak tercatat (sirri). 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan adanya pembaruan kebijakan 

hukum nasional yang menegaskan larangan terhadap praktik pernikahan sirri serta 

memperkuat mekanisme pencatatan perkawinan melalui regulasi yang lebih ketat dan 

mudah diakses masyarakat. Pemerintah dan lembaga peradilan agama juga perlu 

meningkatkan sosialisasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai 

bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, sebagaimana prinsip Al-

Qur’an surat Al-Baqarah yang menegaskan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam 

akad agar tidak timbul kerancuan dan ketidakadilan di kemudian hari.  
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RIWAYAT HIDUP 

 

Maya Anggraini, penulis lahir di Metro, 15 Mei 2004, 

yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis 

telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 5 

Metro Timur,lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan 

ke Madrasah Tsanawiyah (Mts Negeri 1 Lampung Timur) 

lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan ke SMK Negri 1 Metro lulus pada tahun 

2022. 

Pada tahun 2022 penulis masuk keperguruan tinggi dan tercatat sebagai 

mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga 

Islampada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Artikel yang berjudul 

“PERSPEKTIF YUDISIAL TENTANG HAK WARIS ANAK DARI 

PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA" 

 

 

 

 


